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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :3v0.2. /\bo TAY\UN Yo2 g

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA
TAHUN 2026-2030

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyusunan Kajian Risiko
Bencana Tahun 2026-2030;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan
Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, pimpinan perangkat daerah
pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala
Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tahun 2026-
2030, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penyusun Kajian Risiko
Bencana Tahun 2026-2030;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);




Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan = Peraturan  Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186};



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 307);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tahun 2026-
2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka

penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tahun 2026-
2030;



b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi
dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penyusunan Kajian Risiko Bencana
Tahun 2026-2030; dan

c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2025.

KEEMPAT . Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 9 Ae<i 2ers

Q SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

7—’@?

/ WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

5. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor

D 3002 /\bo TAHWUN Ae2 g

Tanggal : § Ae<t\ o2 %

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2026-2030

KEDUDUKAN DALAM

NO NAMA/NIP/JABATAN TIM KETERANGAN
1 2 3 -+
Sekretaris Daerah Kabupaten HEGININED © S
1. — Pengarah arahap, dan
petunjuk
Kepala Pelaksana Badan Bertanggung jawab
2. | Penanggulangan Bencana | Penanggung jawab |terhadap seluruh
Daerah Kabupaten Sukoharjo kegiatan
Sekretaris Badan Bertanggung jawab
3. | Penanggulangan Bencana Ketua atas pelaksanaan
Daerah Kabupaten Sukoharjo kegiatan
SUWANTO, S.T.
NIP. 19680713 198903 1 007
Penata Penanggulangan
4. |Bencana Ahli Muda pada Wakil Ketua Membanty tugas-
tugas ketua
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Sukoharjo
MUHAMMAD IQBAL
JUNIARTHA, S.M.
NIP. 19980607 202203 1 006 Bertanggung jawab di
5. | Penelaah Teknis Kebijakan Sekretaris bidang
pada Badan Penanggulangan kesekratriatan
Bencana Daerah Kabupaten
Sukoharjo
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah  Pertamanan dan Bertanggung jawab
6. | Pemakaman pada  Dinas Anggota sesuai bidang
Lingkungan Hidup Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
RIMA IDHA KARISMA, S.Sos.
NIP. 19970628 202203 2 013 Bertanggung jawab
7 | Penata Layanan Operasional Anggota —— bidang
pada Badan Penanggulangan
tugasnya

Bencana Daerah Kabupaten
Sukoharjo




1 2 < 4
Kepala Bidang Penanganan
dan Pengembangan Bertanggung jawab
8. | Kesejahteraan Sosial pada Anggota sesuai bidang
Dinas Sosial Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
Kepala . Bidang Perumahan Bertanggung jawab
9. Eziisg;lnas Pem;;?;i%g;ﬁ Anggota sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo LRgaeya
HARJANTI, SH
NIP. 19800110 200501 2 023
Perancang Peraturan Bertanggung jawab
10. | Perundang-Undangan  Ahli Anggota sesuai bidang
Muda pada Baglan Hukum tugasnya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo
ERVITA TRI ARYANI, S.H.
NIP. 19970311 202012 2 014 Bertapgang  javeb
Penyusun Materi Hukum dan . .
11. Anggota sesuai bidang
Perundang-undangan pada i
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
SLAMET RUJITO, S.IP, M.Si.
NIP. 19740901 199403 1 004
Perencana Ahli Muda pada Bertanggung jawab
12. | Badan Perencanaan Anggota sesuai bidang
Pembangunan, Riset dan tugasnya
Inovasi Daerah Kabupaten
Sukoharjo
IBNU HARYADI, S.E.
NIP. 19770504 200501 1 010 Betarpmmgy Jamih
Analis Kebijakan Ahli Muda : i
13. i Anggota sesuai bidang
pada Dinas Kependudukan o
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo
Dr. APRILIA THERESIA NTP
NIP. 19810403 201101 2 001 Bertanggung jawab
14. | Dokter Ahli Muda pada Dinas Anggota sesuai bidang
Kesehatan Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
CHATARINA PUDYARSI, S.P.
NIP. 19710901 199703 2 009 .
|5 |Penelaah Teknis Kebijakan A S:;t;?ggung bﬁ‘;itg’
pada Dinas Pertanian dan tugasnya

Perikanan
Sukoharjo

Kabupaten




2

16.

IGNATIUS ADE SURYA SETYA
DHARMA, S.T, M.T.

NIP. 19821121 200501 1 005
Teknik Pengairan Ahli Muda
pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo

Bertanggung
sesuai
tugasnya

Anggota

jawab
bidang

17,

HARDIK NANANG NUGROHO
NIP. 19840502 201406 1 001
Pengadministrasi Bidang
Pembinaan Sekolah
Menengah  Pertama  pada
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Sukoharjo

Bertanggung
sesuai
tugasnya

Anggota

jawab
bidang

18.

SUMIDI, S.E.

NIP. 19690805 200901 1 003
Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda pada
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukoharjo

Bertanggung
sesuai
tugasnya

Anggota

jawab
bidang

SEKRETARIS DAERAH

Q KABUPATEN SUKOHARJO,

%

/ WIDODO




